Jakarta, 2 ni 1987
Kepada

Yth. 1. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
2. Menteri Keuangan
di
. JAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 08/SE/1987

TENTANG

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR
BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

I. PENDAHULUAN

. UMUM

a. Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 telah ditetap-
kan tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Per-
guruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas
Pasca Sarjana.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memper-
lancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan pe-
tunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 57
Tahun 1986 tersebut.

2. DASAR

h,/ a.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961
tentang pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961
Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Tahuri 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2361);

¢. Undang-undang Nomor § Tahun 1969 tentang Pernyataan Ber-

!



bagai Pen an Presiden Dan Peraturan Presiden sebagai Un-
dang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2900); by

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepe- )
gawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041);

e. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1980 tentang Pokok-pokok
Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan
Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun ’
1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);

g Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian
Negara;

h. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

i. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan
Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi:

J- Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan
Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi
Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sar-
jana.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang
berkepentingan dalam melaksanakan pemberian tunjangan tugas
belajar bagi lenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang
ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.

4. PENGERTIAN
Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

a.Perguruan Tinggi, adalan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi’/Akade-
mi;

b. Tenaga PengajarBiasa, adalah lenaga pengajar yang berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri, ter-
masuk tenaga pengajar biasa yang berkedudukan sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta:

c. Tenaga Pengajar biasa yang mengikuti tugas belajar adalah mere-
ka yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum
2 (S2) dan atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana di



Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan ~“putusan Pre-
siden;

Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada
tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai
S2 dan atau S3, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan setelah ada persetujuan dari Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan
pertimbangan Team Kerja Kepegawaian.

Il. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN TUGAS
BELAJAR

1. Yang berhak menerima tunjangan tugas belajar adalah Pegawai

V2,

Negeri Sipil yang menjabat sebagai tenaga pengajar biasa .pada
Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikyti pendidikan untuk
mencapai S2 dan atau S3 pada Fakultas Pasca Sarjana di Univer-
sitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Universitas/Institut Negeri yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Presiden untuk menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai S2
dan S3 adalah sebagai tersebut dalam Lampiran | Surat Edaran ini.
Pemberian tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa
pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah
terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Pen-
dayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbang-
an teknis Team Kerja Kepegawaian, yang dibuat menurut contoh
sebagai tersebut dalam Lampiran Il Surat Edaran ini.
Pembayaran tunjangan tugas belajar dilakukan mulai bulan ketujuh
sejak dinyatakan melaksanakan tugas belajar berdasarkan surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dari Rektor Universitas/
Institut Penyelenggara Pasca Sarjana.

Umpamanya:Sdr. Drs. ZAKIR BONEH, NIP. 130439083, jabatan/
pangkat Lektor Kepala/Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c; terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987 ia
dinyatakan mengikuti pendidikan untuk mencapai S3
pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia di
Jakarta sesuai surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Belajar dari Rektor Universitas Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun
1985, yang bersangkutan dalam jabatannya sebagai
Lektor Kepala, menerima tunjangan jabatan Dosen
sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu
rupiah) setiap bulan. Mulai bulan Juli 1987 sampai



Hl. PENGAJUAN PERMINTAAN PERSETUJUAN TUNJANGAN TUGAS

dengan bulan Desember 1987, Sdr. Drs. ZAKIR BO-

NEH masih tetap menerima tunjangan Jabatan Dosen.
Mulai tanggal 1 Januari 1988, ia menerima tunjangan
lugas belajar yang besarnya sama dengan tunjangan
jabatan dosen yang diterima sebelumnya.

BELAJAR

1

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan usul permintaan
Persetujuan tunjangan tugas belajar tenaga pengajgs biasa pada
Perguruan Tinggi yang akan ditugaskan mengikuti tugas belajar
kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, melalui
Ketua Team Kerja Kepegawaian/Kepala Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara, dengan ketentuan bahwa usul tersebut harus
sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tugas
belajar itu dimulai.

Ketua Team Kerja Kepegawaian menyampaikan pertimbangan
teknis kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

Usul yang telah disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara.

IV. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN
TUGAS BELAJAR

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan tugas belajar

bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi adalah Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan.

Setiap pemberian/penghentian tunjangan tugas belajar bagi tenaga

pengajar biasa pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 harus dilakukan

dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tembusan surat keputusan pemberiarn/penghentian tunjangan tu-

gas belajar tenaga Pengajar biasa pada Perguruan Tinggi harus

dikirim kepada :

a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi
Tata Usaha Kepegawaian:

C. Ketua Team Kerja Kepegawaian d/a Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara;

d. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Anggaran;



e. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordi- ‘or KOPERTIS asal;

f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersa..ykutan;

g. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

4. Dalam surat keputusan pemberian tunjangan tugas belajar harus di-

cantumkan pula besarnya tunjangan tugas belajar setiap bulan

yang berhak diterima tenaga pengajar biasa yang bersangkutan

sesuai dengan jabatan/pangkatnya berdasarkan Keputusan Presi-

den Nomor 21 Tahun 1985 yaitu : .

a. Guru Besar, adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

b. Lektor Kepala, adalah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu
rupiah); :

c. Lektor, adalah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu
rupiah); .

d. Lektor Madya, adalah Rp. 140.000,: (seratus empat puluh ribu
rupiah);

e. Lektor Muda, adalah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah);

f. Asisten Ahli, adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

g. Asisten Ahli Madya, adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu
rupiah).

V. PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan
tugas belajar bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.

2. Bagi tenaga pengajar biasa yang ditugaskan mengikuti tugas be-
lajar di luar unit penggajiannya, pengajuan permintaan tunjangan
tugas belajarnya tetap dilakukan oleh pejabat pembuat daftar gaji
dari Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan bertugas.

Umpamanya: Seorangtenaga pengajar biasa pada Universitas Pat-
timura di Ambon diberikan tugas belajar untuk menca-
‘pai S2 pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pa -
djadjaran diBandung.Dalam hal yang sedemikian maka
permintaan pembayaran tunjangan tugas belajar bagi
tenaga pengajar tersebut adalah pejabat pembuat daf-
tar gaji pada Universitas Pattimura.

VI. PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Pembayaran tunjangan tugas belajar tersebut di atas dilakukan ber-
dasarkan Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas Belajar.



2. Hak ‘as tunjangan lugas belajar yang dimaksud di atas mulai
berla... pada bulan berikutnya sejak tunjangan jabatan Dosen yang
bersangkutan dihentikan.

3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Belajar dibuat oleh Rektor
Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana yang bersangkut-
an, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran Il Surat
Edaran ini.

4. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas
dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 7 (tujuh) yaitu :

a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan
Negara yang bersangkutan sebagai dasar penbayaran;
b. Tembusannya disampaikan kepada :
(1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
(2) Ketua Team Kerja Kepegawaian d/a Badan Administrasi
Kepegawaian Negara;
(3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordinator KOPERTIS
Asal;
(4) Tenaga Pengajar yang melakukan tugas belajar;
(5) Pejabat Pembuat Daftar Gaiji;
(6) Pejabat lain yang dipandang perlu.

5. Untuk pembayaran tunjangan tugas belajar, maka pada setiap
permulaan tahun anggaran, Rekior Universitas/Institut penyeleng-
gara Pasca Sarjana yang bersangkutan membuat pembaharuan
Surat Pernyataan Mengikuti Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar
Biasa yang ditugaskan mengikuti tugas belajar yang pada tanggal
1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih melaksana-
kan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presi-
den Nomor 57 Tahun 1986, menurut contoh sebagai tersebut dalam
Lampiran IV Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan

Negara yang bersangkutan sebagaidasar pembayarantunjang-
an tugas belajar;
b. Tembusannya disampaikan kepada:
(1) Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Perguruan Tinggi asal:
(2) Tenaga Pengajar biasa yang melakukan tugas belajar yang
bersangkutan.

VIl. LAMANYA TUGAS BELAJAR

1. Sesuai dengan Kepulusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0211/U/1982 tanggal 20 Juni 1982, lamanya tugas belajar
lenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi adalah :

a. 4 (empat) semester sampai dengan 6 (enam) semester di atas
S1 untuk program S2;



b. 4 (empat) semester sampai dengan 6 (er~m) semester di atas
S2 untuk program S3; atau

c. 8 (delapan) semester sampai dengan 12 (dua belas) semester
di atas S1 untuk program S3.

2. Apabila jangka waktu sebagai tersebut pada angka 1 di atas telah

dicapai akan tetapi tenaga pengajar yang bersangkutan tidak/belum
berhasil mencapai S2 atau S3 sesuai dengan penugasan, maka
tunjangan tugas belajar bagi tenaga péngajar biasa yang ber-
sangkutan dihentikan. ’

Untuk menghindari terputusnya pemberian tunjangan jabatan Do-
sen bagi Tenaga Pengajar Biasa yang bersangkutan setelah sele-
sai mengikuti tugas belajar, maka selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar tersebut, Rektor
Universitas/Institut Penyelenggara Pasca Sarjana harus mengeluar-
kan surat Pernyataan/Pemberitahuan Kepada Rektor Universitas/
Institut asal sebagai bahan bagi Pejabat yang berwenang untuk
menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabat-
an Dosen/jabatan lain bagi Tenaga Pengajar Biasa yang ber-

sangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

VII. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

1.

Pembayaran tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa
pada Perguruan Tinggi dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

a. Tidak lagi melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 atau keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam angka VIl angka 2 di atas;

b. Tidak mampu mengikuti pendidikan untuk mencapai S2/S3 ber-
dasarkan surat pernyataan dari Rektor Universitas/Institut pe-
nyelenggara Pasca Sarjana.

c¢. Dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan kepu-
tusan pengadilan.

Penghentian pembayaran tunjangan tugas belajar kecuali karena
tersebut pada angka VIIl angka 1 huruf a di atas dilakukan ber-
dasarkan Surat Pernyataan dari Rektor Universitas/Institut Penye-
lenggara Pasca Sarjana yang bersangkutan, yang dibuat menurut
contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.



I1X.

3.

Sur¢ “ernyataan tersebut disampaikan kepada :

a. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; ,

C. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi
Tata Usaha Kepegawaian;

d. Ketua Team Kerja Kepegawaian d/a Badan Administrasi Kepe-
gawaian Negara;

e. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

LAIN-LAIN

1

Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor‘S? Tahun 1986
maka tenaga Pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang diberikan
fugas belajar sebelumnya tetap diakui dan tunjangan tugas be-
lajarnya diberikan menurut Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun
1986 tersebut. :
Pembayaran tunjangan tugas belajar tersebut dilakukan berdasar-
kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI Surat Eda-
ran ini.

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
diangkat sebagai tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi dan
diberikan tugas belajar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57
Tahun 1986, diberikan lunjangan tugas belajar menurut ketentuan
dan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
Tenaga pengajar Biasa yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada
Fakultas Pasca Sarjana untuk mencapai S2/S3, yang sebelum
mengikuti pendidikan kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi
surat keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkatnya dalam
surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tun-
jangan tugas belajarnya didasarkan atas pangkat lama, maka
apabila surat keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada
waktu ia sudah mengikuti pendidikan, besarnya tunjangan tugas
belajarnya diberikan berdasarkan pangkat baru.

Tenaga pengajar biasa yang sudah selesai melakukan tugas be-
lajar diharuskan kembali ke Perguruan Tinggi asal.

PENUTUP

1

Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini,
diharap agar dengan segera menghubungi Kepala Badan Adminis-
trasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian selanjut-
nya.
Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baik-
nya.



KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGH.AIAN NEGARA

id.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

o o o

Bapak Presiden, sebagai laporan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. ;
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.

Direkiur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Direktur Jenderal Anggaran.

Direktur Perbendaharaan Negara

Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Semua Koordinator KOPERTIS.

. Semua Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran.
_ Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

Pertinggal.
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MPIRAN |~ SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 08/SE/1987

TANGGAL : 3 JUNI 1987

DAFTAR UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI YANG DITETAPKAN ME-

NYELENGGARAKAN

PENDIDIKAN UNTUK PENCAPAIAN STRATUM 2 (S2) DAN
STRATUM 3 (S3)

«

NO.INAMA UNIVERSITAS/INSTITUT | LOKASI |DASAR KETE'
RANGAN

1. | UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA | KEPPRES NO.
44 TAHUN 1982

2. | IKIP JAKARTA JAKARTA | KEPPRES NO.
45 TAHUN 1982

3. | INSTITUT PERTANIAN BOGOR|BOGOR |KEPPRES NO.
46 TAHUN 1982

4. | UNIVERSITAS PADJADJARAN |BANDUNG | KEPPRES NO.
47 TAHUN 1982

5. | IKIP BANDUNG BANDUNG| KEPPRES NO.
48 TAHUN 1982

6. | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | KEPPRES NO.
BANDUNG 49 TAHUN 1982

7. | UNIVERSITAS GAJAH MADA |YOGYA- | KEPPRES NO.
KARTA 53 TAHUN 1982

8. | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURA- KEPPRES NO.
BAYA 56 TAHUN 1982

9. | IKIP MALANG MALANG | KEPPRES NO.
60 TAHUN 1982

10.| UNIVERSITAS HASANUDIN UJUNG KEPPRES NO.
PANDANG | 52 TAHUN 1986




LAMPIRAN I SUI ~ EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KE-
PEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1987
TANGGAL : 3 JUNI 1987

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR
TENTANG

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA
PADA PERGURUAN TINGG! YANG DITUGASKAN MENGIKUTI

PENDIDIKAN
PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

‘bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendi- '-

dikan tinggi, dipandang perlu menugaskan Saudara ........
....... st IR siersemssimmsmsmns: alobatan!
pPangkal crmaermim s s untuk mengikuti
pendidikan guna mencapai Stratum 2 (S2)/Stratum 3
(S3) *pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas/Institut* ....

:1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;

1
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1974;

7. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985;

8. Kepulusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986;

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dengan suratnya Nomor

TANGAAl civsivimmmm o roman
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor : 08/SE/1987 tanggal 3 Juni 1987

3. Pertimbangan Team Teknis Kepegawaian dalam surat-
PR [IOMR i DRI s



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Memberikan tunjangan lugas belajar guna mencapai
Stratum 2 (S2)/Stratum 3 (S3) * kepada :

Nama :
NIP !
Nomor Seri KARPEG
Pejabat :
Satuan Organisasi

pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas/Institut *
............................................. e e ——
dan kepadanya diberikan tunjangan tugas belajar sebe
SaF BPs s s T AT )
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986
jo Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985.

Tunjangan Tugas Belajar sebagai tersebut pada diktum
PERTAMA diberikan untuk selama ...........occoeevvvoi .
(e s ) semester terhitung sejak bulan
.................................... sampai dengan bulan ...................
..., dengan ketentuan bahwa pembayaran tunjangan
tersebut baru dilaksanakan setelah dikeluarkan surat
pernyataan mengikuti tugas belajar oleh Rektor Univer-
sitas/Institut* yang bersangkutan.

Pembayaran tunjangan tugas belajar sebagai tersebut
pada diktum PERTAMA dihentikan, apabila tenaga
pengajar biasa yang bersangkutan tidak lagi mengikuti
tugas belajar.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mes-
tinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

* Coret yang tidak perlu.



Ditetapkan di :  <arta
pada tanggal :

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

NGO A 0N

. Badan Pemeriksa Keuangan;
. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Anggaran;

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordinator KOPERTIS asal;
Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
Pertinggal



LAMPIRAN Il SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1987
TANGGAL : 3 JUNI 1987

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP : -
Pangkat/Golongan ruang

Jabatan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG
Pangkat/Golongan ruang
Jabatan

yang ditugaskan mengikuti pendidikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan BRI EE TIBIBE osssoomnesummmsmmssgss.
e e A terhitung mulai tanggal ... ...
telah melaksanakan tugas belajar mengikuti pendidikan untuk mencapai
Stratum 2 (S2)/Stratum 3 (S3) ‘pada Fakultas Pasca Sarjana Universi-

t@s/INStitut”® ..o oleh sebab itu yang bersangkutan
diberi tunjangan tugas belajar Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan
Tinggi sebesar Rp. .........cccoovvie . T A N )

terhitung mulai tanggal ............................

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya
dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apa-
bila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka s3aya bersedia me-
nanggung kerugian tersebut.

Pejabat yang membuat pernyataan

_ NIP.
* Coret yang tidak perlu.



_f} ‘\.r~ { fz"\ i
LAMPIRAN IV SURAT EDAP "l KEPALA BADAN
ADMINISTRA.. KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR : 08/SE/1987
TANGGAL : 3 JUNI 1987

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

Nomor Seri KARPEG
Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan

Sejak tanggal ................ telah mengikuti pendidikan dengan tugas
belajar untuk mencapai Stratum 2 (S2)/Stratum 3 (S3) * berdasarkan
Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NOTHOE wiswiiaa tanggal
............... di Universitas/Institut * ...........c.. .eccooeeeee. .dan menerima
tunjangan tugas belajar Tenaga Pengajar Biasa sebesar Rp. .

(eman i e ) sebulan terhitung mulai tanggal
............................. Untuk tahun anggaran 19../19... yang bersangkutan
masih tetap melaksanakan tugas belajar pada Universitas/Institut *
yang sama.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya
dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyatatidak benar yang meng-
akibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menang-
gung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perben-
daharaan Negara

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
Up. Team Kerja Kepegawaian.



s wm

*) Coret yang tidak perlu.

Pejabat yang membual pernyataan

NIP
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